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BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA  
 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  

NOMOR 40 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN  

KABUPATEN PULAU MOROTAI  
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang 

perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 
Anggaran 2019; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Pulau Morotai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 
Anggaran 2019. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4937); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32); 

 

MEMETUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PULAU 

MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Pemerintah adalah urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat 

dengan RKPD-P adalah dokumen Perencanaan Daerah Perubahan untuk 

periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, 

baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

6. Kepala Bappeda Dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai. 

 

Pasal 2 
 

(1) RKPD-P merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, dan program Bupati; 
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(2) RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.  

 
Pasal 3 

 

(1) RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi pokok 
antara lain sebagai berikut: 

 
BAB I 

BAB II 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V 

 
BAB VI 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH PERUBAHAN 
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 
BAB VII PENUTUP 

 
(2) Uraian lebih lanjut tentang materi pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) 

tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 4 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan atau 

Keputusan tersendiri. 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai. 
 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 24 Juli 2019 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

     ttd 
 

         BENNY LAOS 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 24 Juli 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULAU MOROTAI 
 

 ttd 

MUHAMMAD M. KHARIE 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 40 


